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PENETAPAN
Nomor 715/Pdt.G/2021/PA Mrs.
E60Ga6 Caaad CaNodiuaad CaNodidiad
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:
XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir
XXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, tempat
kediaman di XXXXXXKXXXXXXKXX,
Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi
Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pemohon
memberikan kuasa khusus kepada
SAFARDIN, S.H., Advokat/Konsultan pada
Kantor Salewangan Justice berkedudukan
hukum di Jalan Mirah Seruni Ruko Safire 1
Nomor 24, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,HP
081354667767, E-mail
safardinadvokat@gmail.com, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 29 November 2021
yang telah terdaftar dengan register surat
kuasa khusus nomor register
133/SKDaf/2021/PA Maros., tertanggal 30
Nopember 2021 sebagai sebagai Pemohon.
melawan
XXXXXXXXXXXK,  NIK - XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir
XXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Bontoa, KabupatenMaros, Provinsi

Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 5 Hal.Penetapan nomor 715/Pdt.G/2021/PA. Mrs.
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Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon;
DUDUK PERKARA
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertulisnya, tertanggal
29 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Maros dalam register perkara nomor 715/Pdt.G/2021/PA Mrs. tanggal 30
November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama islam dengan seorang
pria bernama XXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 15 Oktober 1999 di jalan
Gatot Subroto Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,
dengan Wali Nikah H. Abbas, yang dinikahkan Imam/Pembantu PPN
Kelurahan Suangga bernama Abd. Hafid Karim dengan mahar tanah sawah
seluas 25 Are dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa
beragama islam yang masing-masing bernama Ibrahim dan Ansar ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXX tidak ada
halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan syara maupun
halangan Undang-Undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas
perkawinan tersebut ;
3. Bahwa saat menikah Pemohon  berstatus perawan dan
XXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka ;
4. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXX telah hidup rukun dan
harmonis sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga
XXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada hari kamis tanggal 27 Agustus
2021 di dusun Salenrang berdasarkan Surat Keterangan Penguburan
Nomor : 472.12/55/Salenrang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
masing-masing bernama :
1. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Maros tanggal 1 Juli 2000 (Termohon)
2. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Maros tanggal 10 Januari 2008
5. Bahwa almarhum ):9.9.9.9.9.9.9.9.9,9,9.9,9. semasa hidupnya
bekerjasebagai Petani/Pekebun;
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6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXX tidak

pernah memiliki buku nikah;

7. Bahwa adapun maksud Pemohon adalah untuk mengurus Buku Nikah

dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon

dan anak-anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai
berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan sah  perkawinan = Pemohon dengan  almarhum

XXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggall5 Oktober 1999 di

Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota

Makassar.

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan
Termohon, datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon
dipersidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk
mencabut perkara permohonannya atas perkara Nomor 715/Pdt.G/2021/PA
Mrs., maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan
tidak perlu dilanjutkan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan
perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah
termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.
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Menimbang, oleh karena Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan
permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara permohonannya
atas perkara nomor 715/Pdt.G/2021/PA Mrs., maka majelis hakim berpendapat
pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan
oleh Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa
biaya” dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 715/Pdt.G/2021/PA. Mrs. dicabut;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal
14 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1443
Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.HI., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sukri,
HC.,M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim
anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu
oleh Nur Uliyah Arif, S.H.,M.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh
Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota I, Hakim Ketua,

Dr. H. Sukri, HC.,M.H. Hadrawati, S.Ag.,M.HI.

Hakim anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.
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Panitera Pengganti,

Nur Uliyah Arif, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :
1. Pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00

2. Proses/ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000.00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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